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I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
Korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar dan bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Karena fakta bahwa korupsi ini tidak hanya dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga efektif peraturan perundang-undangan juga. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata  kelola Administrasi. Tindakan korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi yang dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tetapi sebaliknya mereka malah membuat kerugian negara. Peristiwa seperti ini sangat perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti telah melakukan korupsi.
 Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan ,birokrasi , ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik seperti kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Peter Batubara M.B.A. Oleh sebab itu, pada makalah ini kami akan menganalisis sebuah kasus korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan upaya atau solusi untuk mengatasinya.

1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial?
2. Apa yang menjadi penyebab dan dampak korupsi oleh mantan Menteri Sosial? 
3. Bagaimana Hukum Administrasi Negara dalam melihat, menangani dan menganalisis kasus ini?

1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui apa yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial.
2. Untuk mengetahui penyebab dan dampak korupsi dari mantan Menteri Sosial.
3. Untuk mengetahui analisis yang dilakukan Hukum Administrasi Negara. 


II. PEMBAHASAN


2.1 Korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara 
Kasus korupsi Juliari Peter Batubara menjadi salah satu kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia dan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini. Juliardi Batubara adalah mantan Menteri Sosial di Indonesia yang telah didakwa atas tuduhan korupsi yang terkait dengan proyek bantuan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor bisnis dan keuangan, tetapi juga dapat terjadi di sektor pemerintahan.

Kasus korupsi Juliari Batubara juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri. Kasus korupsi Juliari Batubara juga menimbulkan dampak yang luas dan merugikan masyarakat Indonesia. Proyek bantuan sosial yang seharusnya membantu masyarakat miskin justru tidak terlaksana dengan baik karena terjadi korupsi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pelayanan publik.
KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka program bantuan sosial penanganan virus corona (covid-19) yang dilakukan pada tahun 2020. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT). Dalam kasus ini Juliari P Batubara tidak bertindak sendirian, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya yang turut serta dalam kasus ini pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Wan Guntar, serta Sekretaris di Kemenso Shelvy N. Kasus ini menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pembuat komitmen di Kemensos, Juliari Batubara sebagai penerima suap, Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pemberi suap. 
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara selaku penerima suap berperan sebagai besarnya anggaran dan pengeluaran uang dalam dana rencana bansos dari rekannya yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Dalam kasus ini, Juliari Batubara melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Adi dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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2.2 Penyebab dan dampak Korupsi 
Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.Tingginya indeks korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa 
masih terdapat begitu banyak pelaku korupsi dan kuatnya budaya 
korupsi di tanah air kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, Pemerintah sekarang sering melupakan proses, transparansi, dan akuntabilitas. Terlalu yakin dan hanya mengejar hasil dalam penerapan seharusnya tidak boleh asal-asalan dalam bantuan sosial sembako pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri. Juliari pernah menyebut ada dua faktor yang mendorong seseorang ketika melakukan korupsi, 
yanng pertama korupsi dilandasi oleh kebutuhan dan yang kedua dilandasi oleh keserakahan. Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi 
antara lain: perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan terus membuka peluang untuk 
korupsi demi memenuhi tuntutan hidup konsumtif ini sehingga Juliari melakukan tindak pidana korupsi juga didasari untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara memberikan banyak dampak kerugian bagi rakyat dan negara. Dampak yang paling besar diantaranya yaitu membuat perekonomian negara menjadi rusak dan tidak stabil. Negara mengalami kerugian sebesar Rp32,48 miliar yang telah diterima oleh Juliari Batubara. Kasus korupsi dana bansos juga membuat masyarakat kecewa dan ketidaksejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Praktik suap yang dilakukan di masa pandemi ini berdampak sangat besar bagi korban, baik dari segi kesehatan maupun  perekonomian. Ada warga yang tidak memperoleh bansos sama sekali, ada pula yang mendapat paket bansos dengan jumlah sedikit atau kualitas buruk, bahkan mendekati kadaluarsa. Namun, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya demi bertahan hidup.

2.3 Analisis yang dilakukan Hukum Administrasi Negara
Juliari batubara merupakan meteri sosial sekaligus kepala akar masalah korupsi dana bansos covid-19, juliari merupakan perjabat negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari kasus yang menjerat dirinya, Julairi bersama rekan-rekannya melakukan aksi korupsi dengan memotong dana per paket bantuan sembangko yang mana telah pengadaan paket sebanyak 12 tahap. 

Pada akhir bulan Mei 2020, Juliari Peter Batubara  meminta Adi Wahyono agar memungut uang fee sebesar Rp.10.000 per paket. Atas permintaan tersebut, Adi Wahyono kembali menyampaikannya kepada Matheus Joko Santoso. Sehingga Matheus Joko Santoso mengingatkan Terdakwa untuk memberikan uang fee operasional. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang fee operasional dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai Rp100 juta kepada Matheus Joko Santoso.

Dan disini penuntut umum menguraikan bagaiman proses tersebut dilakukan dan uang fee diberikan oleh pengusaha dalam hal ini Harry Van Sidabukke yang didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji yaitu memberi uang seluruhnya Rp1,28 miliar.

Dari penjabaran di atas dalam perspektif hukum administrasi negara, kasus ini dapat dianalisis dari beberapa aspek, seperti :
-Pelanggaran etika dan integritas pemerintah
Sebagai seorang menteri, Juliari Batubara memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan etika pemerintah. Tindakan korupsi yang dilakukannya melanggar kode etik pemerintah dan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi negara.
-Pelanggaran hukum pengadaan barang dan jasa
Kasus ini juga melibatkan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam program bantuan sosial, Kementerian Sosial harus memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan melakukan penyelewengan dana bansos ini untuk kepentingan pribadi.
-Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Dalam kasus ini, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan korupsi tidak terulang kembali di masa depan. Hukum administrasi negara harus menjamin bahwa pelaku korupsi dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah pencegahan korupsi di masa depan harus ditingkatkan.


III. Penutup

3.1 Kesimpulan dan Solusi
Kasus korupsi Bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan sosial. Untuk menghindari kasus serupa terjadi di masa depan, beberapa solusi dapat dilakukan, antara lain:
Meningkatkan Transparansi: Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi. Informasi tentang pengelolaan dana bansos harus tersedia untuk umum, termasuk jumlah dana yang diterima oleh penerima, kriteria penerima, dan laporan keuangan. Penguatan Pengawasan: Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk auditor independen, regulator dan lembaga pengawas yang bisa mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah. Penegakan Hukum yang Tegas: Kepada mereka yang melakukan tindakan korupsi, harus diberikan sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif. Peningkatan Edukasi: Sistem pendidikan harus dimulai sejak dini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi. Pengetahuan tentang hukum, etika dan integritas harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Pengembangan Teknologi: Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan. Misalnya, penggunaan blockchain dan aplikasi pintar yang mengizinkan warga untuk melihat penggunaan dana bansos secara langsung.
Semua solusi tersebut harus diimplementasikan secara bersama-sama untuk mencegah kasus korupsi Bansos terjadi lagi di masa depan.
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